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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 41 TAHUN 2O2O

TENTANG

KEDUA ATAS PERATURAI'J BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 '[ahurr
2O2O tentang Relocussing Kegtatan, Realokasi Anggaran
serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 201.9
(COVID- 19) dan Surat Keputusan Bersama Mentcrr
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nornor
Ll9l2813/SJ dan Nomor 177 lKMK.OT l2O2O Lent{:rrrg
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan clan
Belanja Daerah Tahun 2O2O dalam rangka Penanganan
Corona Vints Disease 2Ol9 (COVID- 19), scrta
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekononrian
Nasional;
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
sehubungan dengan Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O di-rlarin
rangka Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-
19), perlu melakurkan pergeseran anggaran;
bahwa berdasari<an pertimbangan sebagaimanir
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap.rl<trn
Peraturan Bupati te ntang Perubahan Keduei Ata:;
Peraturan Bupati Nomor 6l Tarhun 2019 Lcnti,r'ig
Penjabaran Anggaran Pendapatan detn Belanja Ditcr"afi
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tcntang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaterr'l'ebo.
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jatting
Timur (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun i 9()9
Nomor lB2, 'l'ambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telath diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOO rcntarng
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54'I'ahurn IgL)()
tentang Pc:mber-rtul<an Kabupaten Sarolanquri-r,
I(aburpaten 'lebo, i(abupaten Muaro .Iermbi Can
Kabupaten Tanjr-rng Jabung Timur (Lenrbaran Ncsartr
Republik Indoncsia Tahr.rn 2000 Nomor 81 , Tambahai'i
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenLang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara 

. 
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 726, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244,Tambahan Lembarar-r
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanar
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O),4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repurblik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tctttang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndoncsia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Ncgartr
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tettLatng
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neg:rra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahi.rrt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntarrg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbarar-r Ncgitri.t
Republik Indonesia Tahun 201,9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2.006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacralr
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir derrgan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2l 'fahun 201 I

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang Pedornar-r
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negaru'r

Republik Indonesia'lahun 2019 Nomor 655);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



1 i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2O'2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2012 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun
2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kabupa.tcn
Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6i TAHUN 2OI9 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun
2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 20 19 Nomor 61),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil Kepada

Pemerintah Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan

Kpd Pemerintahan Desa
8, Belanja Tidak Terduga
Jumlah I

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa :

3. Belanja Modal

Rp. 92.785.966.000,00
Rp. 782.192.162.000,00

Rp. 268.603.385.259,00
Rp. i. 143.58 1.5 1 3.259,00

Rp. 45 1.0 15. 103.390,65
Rp, O,OO

Rp. 2.000.000.000,00
Rp. 16.073.652.914,O0
Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Rp. 2 16.89 1.935.682,00
Rp. 26.863.328.333.68
Rp. 7 13.O44.020.32O,33

Rp. 78.5O7.689.000,00
Rp. 245.232.476.888,91
Rp. 194.232.901.370.4 t



Jumlah

Jumlah Belanja :

Surplus (Defisit)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan netto

SAROLANGUN,

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2O2O

TWHKABUPATEN
ENDANG ABDUKASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROI-ANGUN TAHUN 2O2O NOMOR

: Rp. 517.973.067.259,32

Rp. 1.231.O17 .O87 .579,65

Rp. (87.435.574.32O,65)

Rp. 95.550.438.570,65
Rp. 8.1 14.864.250,00

Rp. 87.435.574.320,65

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. O,-

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 11 AVEIL 2O2O

BUPATI SAROLANGUN,

il'p. .,$il :r 1,]',:irl l'r'il.

CEK ENDRA


